POHON KINERJA KECAMATAN PANCUNG SOAL

Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang
Akuntabel dan Berdaya Saing

- Nilai SAKIP -Nilai SPBE

Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi

~Nilai Pelayanan Publik
~Rasio Inovasi Daerah - Indeks Merit
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Meningkatnya Kualitas Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah Dokumen e

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum

Menigkatnya Kualitas Pelaksanaandan
Penyusunan Pelaporan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang|

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kualitas Peng K d

Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan di
terlaksananya inovasi di kecamatan

Administrasi Pemerintahan nagari Nagari

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibun

disusun

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang

Umum

disusun tepat waktu

Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan

Jumlah Nagari yang Difasilitasi dalam pengelolaan keuangan
dan Administrasi baik

Jumlah inovasi

Jumlah Usulan Program kegiatan pada musrenbang
nagari yang sesuai dengan prioritas

Jumlah permasalahan Trantibun yang diselesaikan

disusun Tepat Waktu
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Jumlah fasilitasi lembaga sosial yang dibina
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Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
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Pemerintah yang terkait dengan pelayanan
perizinan non usaha
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Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
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4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
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6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan
Tamu

7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
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1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
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1. Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola
Pemerintah Yang Baik.
1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Persentase Fasilitiasi dan Koordinasi tim 1. Persentase Konflik Yang Diselesaikan
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Prevalensi Stunting (EPPGBM)
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Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Inovasi Meningkatnya Efektifitas i i Fasilitasi
Tata Kelola Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kerjasama Nagari Lembaga Kemasyarakat Trantioum Yang di Fasiitasi .
1. Persentase fasilitasi
Kineri pemberdayaan lembaga
lesrjk; 1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, kemasyarakatan
aidl Pengendalian dan Evaluasi 2. Persentase Koordinasi ) :
2. Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, 1. Persentase pelayanan 1. Jumlah Inovasi 1. Persentase fasilitasi dan fasilitasi Tim 1. Persentase permasalahan trantibum yang di -
Pengendalian dan Evaluasi publik yang dilakukan Kecamatan Silaut kerjasama nagari Penanggulangan feETiEe
3. Persentase Kinerja Kecamatan yang tercapai Kemiskinan ]
3. Persentase Koordiansi -
dan Fasilitasi Penuruanan
Prevalensi Stunting _
1. S.1.3. Menigkatnya Kualitas . S.4.1. Meningkatnya Kualitas
S-1 1 Meningkatnya N Pel. kZ d S.2.1. Meningkatnya S.3.1. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan S:5.1. Terlaksananya Fasilitasi S.6.1. Terlaksananya Penyelesaian
Kualitas penyusunan 51.2. Meningkatrya e petano Kualitas Pelayanan novasi di kecamatan Administrasi Pe intah: dan koordinasi Kegiatan — Permasalahan Trantibun
—» Dokumen Perencanaan dan T Kualitas Layanan Umum Penyusunan Pelaporan Kecamatan inovasi di ministrasi Pemerintahan Pemberdayaan di Nagari T rantibu
s — nagari
Anggaran Keuangan
IK 1. Jumlah Usulan Program
kegiatan pada musrenbang
nagari yang sesuai dengan
IK1. Jumlah Dokumen prioritas
Perencanaan yang disusun . IK1 Jumlah Nagari yang IK 2. Jumlah fasilitasi lembaga
IK1.Ketersediaan IK1. Jumlah Laporan IK1. Jumlah Rekomendasi IK1 Jumlah inovasi difasilitasi dalam pengelolaan sosial yang dibina IK 1 Jumlah permasalahan Trantibun yang,
Kelengkapan Administrasi Keuangan SKPD yang disusun . 0 HAEER o X .
IK2. Jumlah Dokumen Umum yang dikeluarkan Kecamatan Silaut keuangan dan Administrasi IK 3. Jumlah Koordiansi dan diselesaikan
Evaluasi Kinerja Yang Spatisic baik fasilitasi tim penanggulangan
Kinerja disusun Tepat Waktu kemiskinan ekstrim
Operasi IK 4. Jumlah Koordiansi dan
P fasilitasi penurunan Prevalensi
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